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ABSTRAK
         Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa 
Indonesia, maka  untuk mewujudkannya di perlukan peningkatan peran dari aparatur pemerintah. 
Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap 
kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih 
khusus pemerintah kecamatan di mana tingkat keahlian dan pendidikanya masih rendah. Namun 
harus di sadari bahwa kemampuan aparatur pemerintah kecamatan terutama dalam tugasnya 
belum sepenuhnya memiliki kemamuan yang maksimal, hal ini di sebabkan oleh berbagai factor 
yang tentunya sangat mempengaruhi kualitas dari aparatur pemerintah itu sendiri.
         Demikian pula halnya dengan peran dari seorang camat sebagai aparatur pemerintah yang 
ada di kecamatan dan seorang koordinator. Apabila tidak mampu  untuk untuk 
mengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yang 
ada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di 
wilayah kecamatan yang di pimpinnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan tentang 
peranan camat sebagai koordinator pembangunan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 
peran camat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai koordinator baik vertical maupun 
horizontal.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah 
kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya 
koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri, seperti 
yang terjadi di Kecamatan Bolangitang masih kurangnya peran aparat untuk mewujudkan dan peran 
sertanya dalam proses pembangunan kecamatan, serta sistem koordinasi yang lemah yang juga 
merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan kecamatan.
Dibidang pemerintahan dan pembangunan kecamatan keikut sertaan semua pihak sangatlah 
menetukan pula, oleh karena bagaimanapun potensi daerah yang dimiliki kalau aparat pelaksanaan 
kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan oembangunan kecamatan 
juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Kecamatan adalah perangkat pemerintah 
wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan menurut Y.W. Sunindia SH dan Dra 
Ninik Widayanti (1987: 63). Adapun yang menjadi aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri 
dari beberapa bidang yaitu : Bidang pemerintahan, Desa dalam suatu wilayah kecamatan, Ekonomi, 
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2Sosial budaya, Pembangunan Masyarakat Desa, keamanan dan ketertiban wilayah. Dalam berbagai 
bidang pembangunan diatas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari kecamatan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ayat 15 pasal 2, 
dikatakan Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, slah satu aspeknya adalah 
Koordinasi. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
mengatakan Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Salah 
satu tugas camat adalah menyelenggaraan urusan pemerintahan umum mengoordinasikan 
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; . mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. dari hal tersebut terlihat bahwa 
peran camat dalam pembangunan adalah mengkoodinasikannya dengan pihak yang terkait baik itu 
kelurahan/desa, masyarakat dan dinas yang terkait.
1. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama antar unit kerja terkait.
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan, program-program ataupun rencana-rencana pembangunan 
yang dimaksudkan di atas ini, seringkali mengalami berbagai hambatan di dalam pelaksanaannya, 
dan hambatan-hambatan ini menurut Bintoro seringkali dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usaha 
dan program-program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi.
Dari pengamatan sementara penulis yang terjadi di Kecamanan Bolangitang pelaksanaan 
pembangunan seperti jalan kecamatan, pembuatan fasilitas umum seperti tempat sampah, 
pembangunan saluran air, pembuatan poskamling, pembuatan jalan ke kebun baik melalui swadaya 
masyarakat maupun melalui program-program pemerintah belum berjalan secara maksimal terlihat 
dari lambatnya pengerjaan, ketidakpastian waktu pelaksanaan sehingga menimbulkan pertanyaan 
dimasyarakat bagaimana koordinasi camat dengan instansi terkait dan masyarakat. 
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah 
dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :
“Bagaimana peranan camat sebagai koordinator dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan di kecamatan Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Peranan
Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk 
melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu 
kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok 
dalam organisasi.
Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, 
tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu 
yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985 : 735).
Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memgang 
pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.
Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan 
dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social.
B. Camat 
Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) adalah seorang yang mengepalai dan 
membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga 
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fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan.
Dalam pasal 15 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
menyebutkan bahwa :
1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
a. Menggkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemeritahan di tingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
g. Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau 
yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan 
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
3. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan 
Perudang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
C. Konsep Koordinasi
Secara etimologis kata koordinasi berasal dari perkataan “cum” yang berarti berbeda-beda 
dan “ordinare” yang berarti penyusuan atau penempatan pada keseharusannya. (Pariata Westra. 
1983: 53).
Kata Coordination berasal dari co- dan Ordinare yang berarti to regulate. Dilihat dari 
pendekatan empirik dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang 
dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur 
bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan 
pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak-pihak yang 
lain, sementara disisi lain yang satu langsung  atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika 
dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, 
menyerasikanm menyelaraskan dan menyeimbangan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-
beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari 
sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan 
mengefektifkan pembagian kerja. (Taliziduhu Ndraha, 2003: 290)
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rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk mengserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam 
organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan.
D. Konsep Pembangunan
Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. 
Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini 
serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi 
klasik, pandangan marxis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu 
upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga 
negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga tema utama yang perlu diketahui dalam 
pembangunan yaitu :
1. Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah. 
2. Terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa
pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan.
3. Mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi 
kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. (Nugroho dan 
Dahuri, 2004: 9).
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang 
menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya 
dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor 
(dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
B. Fokus Penelitian
Sesuai dengan judul serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka focus penelitian 
dalam penelitian ini adalah :
a. Koordinasi pembangunan dimaksudkan adalah kesatuan usaha atau kesatuan tindakan yang 
berkaitan dengan program pembangunan kecamatan (baik dalam perencanaan maupun 
impelementasinya) yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah ditingkat kecamatan 
baik vertikal maupun horisontal atau dinas-dinas daerah, yang langsung dikoordinasikan 
oleh camat sebagai kepala wilayah atau administrator pemerintahan dan pembangunan 
diwilayah kecamatan dalam kaitan ini, maka indikator-indikatornya adalah :
1. Kesatuan gerak dari instansi yang ada baik dalam perencanaan maupun dalam 
implementasi program (kerjasama antara camat dengan instansi lain seperti camat 
dengan koramil, camat dengan polsek)
2. Kesatuan dan keselarasan serta keserasian program
3. Kerjasama yang tercipta antara instansi yang ada serta antar instansi dengan pemerintah 
kecamatan serta masyarakat (kerjasama antara camat dengan bawahannya serta 
masyarakat)
b. Keberhasilan pembangunan kecamatan dimaksudkan adalah tercapainya atau 
terselenggaranya program-program atau proyek-proyek pembangunan kecamatan baik yang 
dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah (vertikal maupun horisontal).
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seperti :
1. Dukungan sertap partisipasi masyarakat terhadap implementasi program pembangunan 
kecamatan tersebut,
2. Terselenggaranya program/proyek pembangunan kecamatan sesuai rencana yang telah 
ditetapkan.
3. Tercapainya sasaran dari setiap program terutama kemanfaatannya bagi kecamatan.
C. Informan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. 3 Orang Kepala Desa
2. 2 Staf Kecamatan
3. 2 Tokoh masyarakat
4. 1 Tokoh Agama
5. 3 Masyarakat 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Koordinasi Camat Dalam Pembangunan Fisik
Pentingnya Koordinasi telah disasdari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Dalam 
perkembangan kemudian, koordinasi tidak hanya diuraikan sebagai fungsi tetapi jugs lembaga, 
bahkan perilaku dan teori organisasi. Koordinasi berkaitan awal dengan spesialisasi. Seperti 
diketahui, salah sate asas organisasi adalah spesialisasi. Sampai pada batas tertentu, spesialisasi 
dapat menciptakan. Efesiensi Setiap spesialisasi dilembagakan menjadi sebuah kegiatan, program, 
lembaga, atau unit kerja, dengan sasaran spesifik pula.
Dari wawancara dengan  pegawai kecamatan Bag. Pemerintahan Bapak Johny mengatakan : 
ada pembagian tugas dan tanggung jawab, dalam organisasi tempat mereka bekerja, dengan 
alasan :
1. Tidak semua tugas dibebankan kepada atasan.
2. Supaya setiap individu yang bergabung dalam organisasi mereka tidak lalai dalam 
melaksanakan tugasnya dan target organisasi dapat dicapai dengan maksimal.
Pertanyaan selanjutnya diarahkan kepada apakah ada pembagian tugas oleh atasan, Dari 
jawaban informan ibu Siti salah satu pegawai  Kantor kecamtan menyatakan bahwa : Dalam 
melaksanakan tugas, masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda 
dengan bagian-bagian yang lain, dengan alasan :
1. Karena dalam melaksanakan tugas, masing-masing ditempatkan sesuai dengan disiplin ilmu 
yang dimiliki.
2. Karena jika tidak ada perbedaan tugas dan tanggung jawab untuk apa ada pembagian tugas 
dan tanggung jawab.
3. Agar kiranya tidak tumpang tindih.
Ditambahkan juga beliau mengatakan peran camat dalam mengkoordinasikan dalam pembagian 
tugas cukup baik, camat selalu memeprhatikan tugas dari setiap pegawainya.
Penulis juga mewawancarai seorang Kepala Desa di Kecamatan Bolangitang beliau 
mengatakan: dalam setiap rapat koordinasi di kecamatan pak camat selalu membagi tugas setiap 
kepala-kepala desa terutama dalam pembangunan fisik yang sedang berjalan di setiap desa.
Selanjutnya penulis menanyakan tentang hubungan kerja antara pegawai kecamtan dari 
jawaban bapak sekretaris kecamatan Bolangitang menyatakan : bahwa ada hubungan kerja sama 
antara satu atau dua atau lebih dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam 
satu  bagian  dengan alasan, tanpa ada kerjasama yang baik antar sesama anggota bagian maka 
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berbeda dikatakan kepala seksi pemerintaahan menyatakan : bahwa kadang-kadang ada hubungan 
kerja sama antara satu atau dua atau lebih dalam rangka menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawab dalam satu bagian, dengan alasan karena tidak semua tugas dibebankan kepada masing-
masing bagian.
Selanjutnya sekretaris kecamatan menyatakan perlu ada kerja sama antara bagian satu 
dengan bagian yang lain dalam satu organisasi, dalam melaksanakan pekerjaan untuk tujuan 
organisasi, dengan alasan
1. Karena dalam organisasi kerja sama itu penting dalam rangka untuk mencapai satu tujuan.
2. Dengan adanya kerja sama ini tujuan yang hendak dicapai organisasi yang suda digariskan 
dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud.
3. Karena pada dasarnya organisasi pemerintahan kecamatan merupakan satu sistem dimana antara
bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan.
Berbagai sebutan buat koordinasi. Misalnya Koordinasi Horizontal, Koordinasi Vertikal, 
dan Koordinasi Diagogal. Tetapi dari sudut manajement, koordinasi di identifikasi melalui ada 
tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari sudut 
pandang ini, identifikasi beberapa bentuk koordinasi, seperti :
1. Koordinasi Waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, 
mana kegiatan yang dapat ber alan serentak dan mana yang harus berurutan, jika berurutan, 
bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang 
berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.
2. Koordinasi Ruang. Koordinasi ruang dapat disebut jugs kordinasi wilayah. Koordinasi ini 
ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi Interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan 
atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi Fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit 
kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi Struktural. Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu 
tanpa melalui superordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja 
yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.
B. Keberhasilan Pembangunan
Dalam proses, pembangunan diwilayah kecamatan, fungsi aparat pemerintah merupakan 
pelaksanaan pembangunan diwilayah ini. Fungsi ini sejalan dengan kedudukan aparat pemerintah 
kecamatan, dimana sedikit banyak usaha aparat pemerintah untuk menggalang potensi 
pembangunan yang ada di kecamatan adalah tergantung pada sikap dan perilaku yang ditunjukan 
oleh aparat kecamatan.
Peran serta masyarakat pada umumnya tertentu tidak akan lepas dalam kaitan ini, karena 
tanggung jawab pembangunan tidak hanya sernata-mats berada ditangan pemerintah saja, akan 
tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.
Seorang informan masyarakat Bolangitang Bapak Mahmudin menyatakan : bahwa 
pembangunan yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar, terlihat dengan beberapa 
pembangunan jalan kecamatan, jalan desa, drinase, jembatan sudah terlihat meskipun belum sudah 
berjalan maksimal setidaknya sudah ada pembangunan yang telihat.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat beliau mengatakan : 
Perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan secara partisipatif yakni dari tingkat 
desa/kelurahan yakni musrenbang desa dan dilanjutkan ke tingkat kecamatan, dari hasil-hasil 
tersebut dibawa ditingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut, dan dapat dilihat sebagian usulan 
pembangunan telah dan sementera direalisasikan.
Pembangunan fisik yaitu pembuatan, jembatan, jalan, balai desa dan lain-lain. Dalam rangka 
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berkelanjutan dari tahun ketahun untuk mendorong usaha percepatan pencapaian pembangunan. 
Adapun pentahapan proses pembangunan ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut : 
1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Tahap evaluasi pelaksanaan program/ proyek pembangunan.
4. Tahap penetapan dan pelaksanaan tindak lanjut untuk membina dan mengembangkan hasil 
pembangunan.
C. Hubungan Antara Koordinasi Dan Keberhasilan Pembangunan.
Antara koordinasi dan keberhasilan pernbangunan mempunyai hubungan yang erat, dimana 
dengan adanya koordinasi dapat menunjang keberhasilan pembangunan.
Selaku pelaksana yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di wilayah kecamatan aparat 
pemerintah adalah pejabat yang melakukan koordinasi. Untuk men . amin keteraturan dalarn proses 
pembangunan, koordinasi mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan koordinasi merupakan usaha yang 
mengarahkan dan menyatukan kegiatan pembangunan untuk mencapai daya guna, dan. hasil guna.
Disamping itu jugs dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan koordinasi 
yang menyeluruh supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dan hasilnya tidak 
hanya dirasakan oleh sekelompok orang tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa :
1. Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan, 
Pembagian tugas merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan. Di Kecamatan 
Bolangitang pembagian tugas oleh camat dilakukan dengan baik sesuai dengan kompetensi 
pegawai.
2. Telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di kecamatan Bolangitang 
seperti, jembatan, drainase dan balai desa.
3. Dalam melaksanakan pembangunan perlu ada kerja sama antara bagian satu dengan bagian yang 
lain dalam suatu organisasi karena kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai suatu 
tujuan, dengan adanya kerjasama tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan 
dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, dan pada dasarnya organisasi pemerintahan 
kecamatan merupakan satu system dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain 
merupakan satu keutuan yang tidak terpisahkan hal ini terlihat di Kecamatan Bolangitang.
Saran
1. Mengingat koordinasi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dalam suatu 
proses pembangunan, maka perlunya camat sebagai koordinator dalam pembangunan dtitingkat 
kecamatan, meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di 
kecamatan baik vertical maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.
2. Demi menghindari terjadinya kekacauan dalam proses pelaksanan pembangunan maupun 
pemerintahan di kecamatan disarankan camat selain mengadakan koordinasi dengan bawahan 
perlu juga ada pengawasan melekat demi memastikan keberlangsungan dari setiap perintah 
yang dijalankan.
3. Perlunya diadakan  pertemuan yang rutin dan berkala dengan organisasi lain maupun dengan 
kepala-kepala desa yang ada dikecamatan untuk membahas pelaksanaan program serta 
mengkoordinasikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan.
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